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MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor :  2345/PW.01/11/2019 12 November 2019
Lamp Do-

Perihal : Undangan Menghadiri Sosialisasi
Kepada Yth.
Kepala Biro/ Pusat/ Panitera Muda

di

Tempat

Dengan hormat, dalam rangka membangun Lingkungan Pengendalian di
Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami berniat
menyelenggarakan sosialisasi dengan Tema “Membangun Budaya Anti Korupsi dan
Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi”.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan hadir pada

kegiatan tersebut diatas yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :Rabu - Kamis, 13-14 Nopember 2019
Waktu : Pukul 08.30 s.d selesai
Tempat : Aula lantai Dasar Gedung Mahkamah Konstitusi

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.
a.n Sekretaris Jenderal,

Inspektur,
Pawit Haryanto

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

2. Panitera Mahkamah Konstitusi.

Digital Signature
mk1798405876191112091607
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Lamp : Undangan

Nomor :  2345/PW.01/11/2019
Tanggal : 12 November 2019
JADWAL KEGIATAN

Membangun Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi
di Lingkungan Mahkamah Konstitusi

Tahun 2019
HARI TANGGAL JAM URAIAN KETERANGAN
08.00-08.30 | Registrasi Peserta
Rab;‘ PEMBUKAAN
13 November 2019 1. Menyanyikan Lagu Indonesia - Mc
Raya dan Mars Mahkamah — Dirigen
Konstitusi
2. Laporan Penyelenggaraan — Sekretaris Jenderal MK
08.30-09.30 Kegiatan
3. Sambutan oleh YM. Ketua MK — YM.Ketua MK
sekaligus membuka acara
4. Menyanyikan Hymne _ Dirigen
Mahkamah Konstitusi
5. Pembacaan Doa _ M. Rizki
Keynote Speaker “Peran Saber Pungli dalam Prof. Dr. Muh. Mahfud MD,
Upaya Pembangunan Budaya Anti Korupsi” SH,S.U.
bay & y P MenkoPolhukam
10.30- 12.00 P.embentuka-n Satgas Saber Pungli - Ketua.Satgas Saber
di Kementerian /Lembaga Pungli
Benturan Kepentingan
— KPKRI
Kamis 08.00-12.00 | Kebijakan Pelayanan Pengaduan
14 November 2019 Masyarakat - Kemen PANREB
Tata Kelola Pengaduan —  Ombudsman RI
Masyarakat Moderator : Inspektur MK
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' PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1.1 TAHUN 2018
TENTANG :
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA




MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Anda Tidak Perlu
Memberi Uang Tip

Kepada Kami

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

.mKkr
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MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Kepada YM/Yth.:

1. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Konstitusi;
2. Dewan Etik;

3. Pejabat Struktural dan Fungsional;

4. Seluruh Pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi

SURAT EDARAN
NOMOR NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PELAPORAN GRATIFIKASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan penerimaan
dan penolakan gratifikasi, perlu diatur tata cara pelaporannya melalui media

elektronik di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

2. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaporkan penolakan
atau penerimaan gratifikasi dengan tujuan untuk:
a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian gratifikasi di
lingkungan Mahkamah Konstitusi;
b. Meningkatkan tertib administrasi dalam pelaporan gratifikasi di lingkungan

Mahkamah Konstitusi.

3. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20




Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;

d. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal mahkamah Konstitusi;

e. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang
perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;

f. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi;

g. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 26.10 Tahun 2018 tentang Tim
Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MENGINSTRUKSIKAN
B. ISI EDARAN

1. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi, serta seluruh Aparatur
Sipil Negara (ASN) dan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Konstitusi agar
menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan/atau
berlawanan dengan tugas dan/atau kewajibannya;

2. Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, agar segera
dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);

3. Apabila terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan untuk menolak pemberian
tersebut secara langsung, seperti:
a. Pemberian tersebut tidak diterima secara langsung;
b. Identitas pemberi tidak diketahui;

c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima; atau




d. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat
mengakibatkan rusaknya hubungan baik antar instansi, membahayakan diri
sendiri/ karier penerima/ terdapat ancaman lain;

maka perlu segera dilaporkan kepada UPG;

4. Laporan penolakan atau penerimaan atas pemberian sebagaimana dimaksud pada
butir angka 2 dan angka 3, segera dilaporkan/disampaikan melalui Formulir
Pelaporan Gratifikasi;

5. Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat dikirimkan secara elektronik melalui:

a. aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) kepada Inspektur,
dengan Perihal GRATIFIKASI; atau

b. surat elektronik kepada upg@mkri.id dengan subjek/prihal GRATIFIKASI;

6. Formulir Pelaporan Gratifikasi tersebut agar dikirimkan kepada UPG
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberian tersebut ditolak atau
diterima. Waktu pelaporan kepada UPG dibuktikan dengan Tanggal Registrasi
pada aplikasi SIKD atau tanggal pada surat elektronik.

7. Barang/benda gratifikasi yang telah dilaporkan melalui Formulir Pelaporan
Gratifikasi secara elektronik, agar segera diserahkan kepada UPG Mahkamah

Konstitusi.

C. PENUTUP
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikan pedoman

dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 06 Mei 2020

a. n. SEKRETARIS JENDERAL

Inspektur, Pawit Haryanto

Inspektur JIn. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Pawit Haryanto - NIP. 19640217 198503 1 002 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Digital Signature Email: office@mkri.id

mk-941091819200429012801
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